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Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Bgi 

P U T U S A N 

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Bgi 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Sudianti binti Rahman Kadimun, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan 

SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lipu 

Laing RT.06 Kelurahan Dodung Kecamatan Banggai 

Kabupaten Banggai Laut, sebagai Penggugat; 

M e l a w a n 

Wandi Uling bin Saud Uling, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, 

pekerjaan Wiraswasta (Karyawan PT. Eptco                     

Dian Persada), tempat tinggal di Kelurahan Lamo 

Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi 

Tengah, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti                  

di persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 08 Februari 2018 

yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai di bawah 

Register Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 08 Februari 2018, telah 

mengajukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat  

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum Kabupaten            

Banggai Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah                  

Nomor: 74/05/VII/2012, tertanggal 09 Juli 2012; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama 

sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal 

bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Kombutokan, Kecamatan 

Totikum, selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan terakhir Penggugat dan 

Tergugat tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Lamo, Kecamatan Batui 

selama kurang lebih 4 (empat) tahun; 

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 

satu orang anak laki-laki bernama Darmiko Pramono Wandi Uling laki-laki 

umur 5 (lima) tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan 

Penggugat; 

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat 

adalah sebagai berikut :  

4.1.  Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun 

lagi sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang, karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang 

disebabkan karena : 

        a. Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran  

        b. Tergugat sering berjudi sampai pulang pagi sehingga Penggugat 

merasa menderita; 

        c.  Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Yani; 

        d. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin  

kepada Penggugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;  

4.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan 

Tergugat terjadi pada tanggal tanggal 01 Januari 2016 saatmana 

selingkuhan Tergugat  datang menemui Tergugat sehingga 

Penggugat marah yang pada akhirnya Tergugat memukul Penggugat 

lalu Penggugat melaporkan Tergugat di POLSEK Batui namun hanya 

3 (tiga) hari Tergugat di penjara, Penggugat datang mencabut 

laporannya tersebut dan Penggugat langsung pulang ke kampung 

orangtua Penggugat di Desa Kombutokan ; 

4.3.   Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat 

dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih          

1 (satu) tahun sampai sekarang; 
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5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  

sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk 

mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;  

6. Bahwa Penggugat  sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  

PRIMER: 

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Wandi Uling bin Saud Uling) 

terhadap Penggugat (Sudianti binti Rahman Kadimun); 

3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum; 

SUBSIDER: 

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir                   

di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan 

Nomor 0024/Pdt.G/2018/PA.Bgi tanggal 02 Maret 2018 dan 23 Maret 2018, 

telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti               

Pengadilan Agama Pasarwajo tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan 

ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum; 

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, tidak 

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir; 

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil 

sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan 

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan bukti-bukti  surat berupa:  

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :74/05/VII/2012, tertanggal                      

09 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, 

sesuai aslinya, lalu diberi tanda bukti P; 

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) Saksi 

untuk didengar keterangannya sebagai berikut:  

1. Harsia Djapano bin Djapano, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan       

terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kombutokan, 

Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Saksi tersebut 

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya  

sebagai berikut:  

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum 

pernah bercerai; 

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama            

di rumah Saksi, dan terakhir tinggal bersama di rumah pribadi                 

di Kelurahan Lamo Kecamatan Batui; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun 

sejak pertengahan tahun 2015 mulai tidak rukun lagi; 

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan 

Tergugat sering berjudi dan mempunyai hubungan asmara dengan 

wanita lain; 

- Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, Saksi sering melihat 

bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat; 

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Batui, namun  

kemudian Penggugat telah mencabut laporannya tersebut; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 1 (satu) tahun; 

- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2. Rahman Kadimun bin Nasir Kadimun, umur 57 tahun, agama Islam, 

pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa 

Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan.        

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada 

pokoknya  sebagai berikut:  

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum 

pernah bercerai; 

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama            

di rumah Saksi, dan terakhir tinggal bersama di rumah pribadi                 

di Kelurahan Lamo Kecamatan Batui; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun 

sejak pertengahan tahun 2015 mulai tidak rukun lagi; 

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Penggugat, telah terjadi perselisihan dan 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan 

Tergugat sering berjudi dan mempunyai hubungan asmara dengan 

wanita lain; 

- Bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat, Saksi sering melihat 

bekas pukulan Tergugat di wajah Penggugat; 

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Batui, namun  

kemudian Penggugat telah mencabut laporannya tersebut; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 1 (satu) tahun; 

- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi 

dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

 Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang 

pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit 

dipertahankan, oleh karena itu Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat 

dan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan  serta mohon putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal 

sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonannya mendalilkan 

bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum dengan           

Kutipan Akta Nikah Nomor 74/05/VII/2012, tertanggal 09 Juli 2012, dan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu 

Penggugat memiliki legal standing mengajukan permohonan perceraian 

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta 

penjelasannya dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang    

Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50  

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; 

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan 

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu 

berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, 

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang            

Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50  

Tahun 2009, Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa dan mengadili           

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap 

tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh 

orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan 

Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu pemeriksaan  

perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam 

persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai 

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.                      

Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal 

menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, 

tetapi tidak berhasil; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan 

alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi                

sejak pertengahan tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

disebabkan: 

a. Tergugat sering  memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran; 

b. Tergugat sering berjudi sampai pulang pagi sehingga Penggugat merasa 

menderita; 

c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bernama Yani;  

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan 

perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang 

menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam                 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu 

halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu ketidakhadirannya tersebu t 

dianggap mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat 

(full convenssion), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, akan tetapi 

oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian  yang didasarkan pada        

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan 

orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan  Pasal 22       

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134             

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas           

Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Saksi dari pihak keluarga dan 

orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama                         

Harsia Djapano bin Djapano dan Rahman Kadimun bin Nasir Kadimun; 

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat, sudah dewasa dan 

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu keSaksian Saksi dapat diterima 

dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan  

oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Majelis Hakim 

menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan 

sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (relevan) dengan 

pokok perkara dan saling bersesuaian antara Saksi yang satu dengan yang 

lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., 

jo. Pasal 1905, Pasal 1906, Pasal 1907 dan Pasal 1907 KUHPerdata, oleh 

karenanya secara formil dan materiil bukti keSaksian tersebut dapat diterima 

dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa meskipun Saksi-Saksi Penggugat tidak mengetahu i 

secara pasti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan 

Tergugat beserta penyebabnya, namun Saksi-Saksi tersebut mengetahui 

bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 

selama kurang lebih 1 (satu) tahun, maka berdasarkan persangkaannya  

Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah 

terbukti, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung          

Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang 

mengandung abstrak hukum “Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerin tah  

Nomor  9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan 

perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”, begitu pula 

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 

K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa 

“hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta 

yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan             

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”; 

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut, 

maka telah diperoleh fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya        

sebagai berikut: 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum          

pernah bercerai; 
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah 

orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal bersama di rumah pribadi; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; 

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, 

namun sejak pertengahan tahun 2015 sering terjadi perselisihan               

dan pertengkaran; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 

kurang lebih 1 (satu) tahun, dan selama berpisah tersebut Penggugat dan 

Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya layaknya suami isteri;  

- Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh, akan tetapi tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah  

pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk 

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau 

keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat         

dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim 

telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati  

Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.          

Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan 

ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa 

antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali 

dalam membina sebuah rumah tangga; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan 

kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz 6,  

halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis             

sebagai berikut: 

ا  شتد عد م  رغبة ا لزوجة  لزوجها طلق عليه ا لقا ضى طلقة ذا  

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada 

suaminya   maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan 

talak satu”; 
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Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh 

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai, namun tidak hadir                        

di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pendapat dalam 

kitab Al Anwar Juz 11  halaman  55  sebagai berikut :   

 ا ن تعز ز بتعز ز ا و تو ا ر ى ا و غيبة جا ز ا تبا ته لبينة  

Artinya : “Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau memang dia ghoib 

perkara itu dapat diputuskan dengan bukti – bukti ( Saksi )”; 

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, 

gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak 

Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 1  tahun 1974, dan pasal 19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka 

gugatan  Penggugat telah dapat dikabulkan secara verstek; 

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84                

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag 

Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, 

Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 

2005, maka di perintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama 

Banggai untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara a quo 

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan 

kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman 

Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan 

untuk itu;  

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang         

Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku dan hukum syara`  yang berkaitan dengan perkara ini; 
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M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat                                              

(Wandi Uling bin Saud Uling) terhadap Penggugat (Sudianti binti          

Rahman Kadimun);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);  

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada 

hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal                  

10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh           

Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Majelis,                           

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis,                            

Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I., masing-masing sebagai 

Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang 

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim 

Anggota tersebut dan Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri 

pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

 

 

        Hakim Anggota,        Ketua Majelis, 

 

 

 

       NANANG SOLEMAN, S.H.I.    Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I. 

                  Hakim Anggota, 

 

 

 

            DANI HASWAR, S.H.I.            

      Panitera Pengganti,                            

        
 

 

                          Dra. Aisyah 
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Rincian Biaya Perkara: 

1.  Biaya Pendaftaran : Rp      30.000,- 

2.  Biaya Proses : Rp      50.000,- 

3.  Biaya Panggilan  : Rp    475.000,- 

4.  Biaya Redaksi : Rp        5.000,- 

5.  Biaya Meterai : Rp        6.000,- 

 Jumlah   : Rp    566.000,- 

Terbilang: (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) 
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